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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penetilitian yang telah dilakukan, adapun beberapa hal yang

dapat disimpulkan, yaitu:

2.

Perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang di Taman
Nasional Kepulauan Togean telah berjalan dengan baik sesuai dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu : UU Nomor 5 Tahun
1990 Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, UU
Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On
Biological Diversity (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati),
UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau
- Pulau Kecil (UU WP3K), UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, UU Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perikanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una -
Una Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2011 - 2031, Perda No. 6 Tahun 2009,
Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng Nomor 35 Tahun 2016 tentang

destinasi wisata prioritas, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
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Nomor 10 tahun 2017 tentang rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau
- Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037 yaitu Undang -
Undang Nomor 32 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2001. Namun perlu ditingkatkan dalam hal pencegahan
dengan cara memperketat pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku
kegiatan tambang yang berpotensi merusak terumbu karang.

3. Kendala Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan
Terumbu Karang Di Taman Nasional Kepulauan Togean meliputi bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una - Una merupakan daerah baru
yang berasal dari pemekaran, sehingga belum mempunyai kemampuan
optimal yang bisa didayagunakan untuk melindungi kerusakan terumbu
karang dengan maksimal. Solusi yang diusahakan adalah dengan
mengusulkan pada United Nations Educational, Scientific, and Cultural
Organization (UNESCO) untuk menjadi cagar biosfer kedua di Provinsi
Sulawesi Tengah, sehingga akan mendapatkan berbagai sumber daya

untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan.

B. Saran
Bagi Kepala Taman Nasional Kepulauan Togean untuk meningkatkan
kerjasama dan komunikasi dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una - Una, Dinas

Keluatan & Perikanan Kabupaten Tojo Una - Una, serta meningkatkan
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pemantauan dan pengecekan agar potensi perusakan terumbu karang dari

penambang semakin rendah.
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